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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4344).; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Mengingat 

bahwa urrtuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organrsasi, Tugas dan Fungsi .serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau; 

Mentmbang 

BUPATI SEKADAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 38 TAHUN 2016 

BUPATISEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adatah Kabupaten sekadau 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam 
system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sekadau. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lnspektorat, Dinas, Badan 
dan Kecamatan serta lembaga lain. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DIN AS PEN AN AMAN MODAL PELAY ANAN TERPADU 
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN 
SEKADAU. 

Menetapkan 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) 

8. Peratu.ran Daerah Kabupaten Sekadau Nornor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 
Nomor 7); 

\ . 
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(1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal 
-dan pelayanan terpadu satu pintu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 
dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah 

.(2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan urusan 
pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada daerah. 

(3.) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal 

pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 
b. pemberian dukungan dan melaksanakan urusan perekonomian daerah <li 

bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 
c. penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal pelayanan 

terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 
d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal pelayanan 

terpadu satu 'ptntu dan tenaga kerja 
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal 

pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja; 
f. melaksanakan tugas lainya dan tugas pembantuan dibidang penanaman 

modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja yang diserahkan 
oleh Bupati. 

Pasal 2 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
ada1ah unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas, bertugas membantu 
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan. 

8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja adalah pimpinan dinas yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

... 
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Pasal 4 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh 

seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala dinas. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaran pem binaan teknis, administrasi dan 
sumber daya urusan rumah tangga, administrasi Keuangan dan 
perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

BAB IV 
URAIAN TUGAS FUNGSI 

(1) Dinas Penanarnan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe 
A, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian 
-ya:ttu: 
a. subbagian perencanaan, monitoring dan evaluasi; 
b. subbagian umum dan aparatur; 
c. subbagian keuangan dan barang. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. bidang perrarrarrran modal terdiri .atas 3 (tiga) .seksi yaitu: 

1. seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanarnan modal 
2. seksi promosi dan potensi sumber daya penanaman modal 
3. seksi pengendalian, data dan sistem informasi penanarnan modal 

b. bidang perizinan dan non perizinan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 
1. .seksi pelayanan perizinan tertentu 
2. seksi pelayanan perizinan jasa usaha 
3. seksi pelayanan non perizinan 

c. bidang pengaduan, advokasi dan pelaporan layanan terdiri atas 3 (tiga) 
seksi yaitu: 

I. seksi pengeduan -dan mformas! Iayanan 
2. seksi kebijakan advokasi dan pelaporan 
3. seksi deregulasi perizinan dan penanarnan modal 

d. bidang tenaga kerja dan transmigrasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 
1. seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial 
2 . .seksi penempatan, perluasan, pelatihan kerja dan p.roouktiwta.s tenaga 

kerja 
3. seksi transmigrasi 

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
(5) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja terlampir dalam peraturan .ini dan merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

\ . 

Pasal 3 



------- 
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Pasal 5 
(1) Sub bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 
langsung bertanggung jawab kepada sekretaris. 

(2) Sub bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas 
menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan menyusun 
perumusan kebijakan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta 
.mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 

(3) Sub bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana strategis {Renstra); 
b. penyusunan rumusan tndikator kmena utama (IKU) Dtnas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 
c. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah 

daerah; 
d. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan; 
e. penyusunan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja; 
f. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 
-g. penyusunan evaluasi hasil rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 
h. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan; 
1. penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA), dokumen 

pelaksanaan anggaran (DPA)/dokumen perubahan pelaksanaan anggaran 
(DP.PA); 

J. perencanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa; 
k. evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; 
1. evaluasi bahan perencanaan anggaran; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat 
mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, 

administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk 
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan 
perlengkapan serta kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan 'Tenaga Kerja; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah 
tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan 
rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dilingkungan Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan 

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

\ . 
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(1) Sub bagian keuangan dan barang sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung 
bertanggung jawab kepada sekretaris. 

(2) Sub bagian keuangan dan barang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi 
pembinaan dan petunjuk penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan 
keuangan dinas, belanja pegawai di lingkungan dinas serta belanja barang 
dan jasa dan penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan 

Pasal 7 

(1) Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang langsung 
bertanggung jawab kepada sekretaris. 

(2) Sub bagian umum dan aparatur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi 
pembinaan dan petunjuk pela.ksanaan menyusun perumusan kebija.kan 
penyelenggaraan urusan umum dan aparatur serta pelayanan administrasi 
dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja. 

(3) Sub bagian umum dan aparatur dalam mela.ksanakan tugas sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (2), menyelenggara.kan fungsi: 
a. pela.ksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk 

rapat acara kedinasan; 
b. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas; 
c. pela.ksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk; 
e. pe1aksanaan pengelolaan surat dan penyimpanaan arsip in aktif; 
f. pelaksanaan dan pengoperasian serta pengadaan dan pemeliharaan 

peralatan sandi dan telekomunikasi dilingkungan Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

g. pela.ksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 'Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja; 

h. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan 
(SP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja; 

i. pelaksanaan survey kepuasan rnasyarakat Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

j. penyelenggaraan pelayanan administrasi dinas. 
k. penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur; dan 
1. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

·dan fungsinya. 

Pasal 6 

m. pela.ksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pela.ksanaan 
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpad u Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja; dan 

n. pelaksanaan tugas 1ainnya yang diberikan pimplnan sesuai dengan tugas 
dan f ungsinya. 
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Bagian Kedua 
Bidang Penanaman Modal 

Pasal 8 

(1) Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) 
huruf a dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab 
langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris. 

(2) Bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan 
perumusan kebijakan 'teknis, pedoman pemberian dukungan penye1enggaraan 
pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang 
penanaman modal. 

administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, 
pemanfaatan, penga.manan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian 
barang Daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan 'Tenaga Kerja. 

(3) Sub bagian keuangan dan barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas; 
b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; 
c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan 

tunjangan pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

d. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran 
pegawai dilingkungan dinas yang pensiun; 

e. pelaksanaan penelitian pennintaan pembayaran perjalanan dinas; 
f. pelaksanaan Penyusunan laporan periodik pengeluaran uang; 
g. penyelenggaraan pengadministrasian dan akuntansi keuangan; 
h. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi 

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, 
pengarnanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian barang daerah 
dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 
Tenaga Kerja; 

1. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyrmpanan, pendistribusian, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang 
daerah utlirrgkun-gan Dinas Penarrarrran Modal Petayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja; 

j. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi 
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas 
Penanaman Modai Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

k. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan 
dan pemeliharaan barang dilingkungan Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

1. pelaporan hasil pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, 
pendistribueian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan -dan 
pemeliharaan barang daerah dilingkungan Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan 

m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal 9 
( 1) Seksi perencanaan dan pengembagan penanaman modal se bagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang kepala 
seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. 

(2) 'Seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal mempunyai tugae 
melaksanakan sebagian tugas bidang penanaman modal yang berkenaan 
dengan pelaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan 
pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas 
teknis di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal. 

(31 Seksi pererrcanaan 'pengembangan p-enanaman modal dalarn 'rrrelaksarrakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan perencanaan dan 

pengembangan iklim penanarnan modal berdasarkan tugas, 
permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis 
serta rencana kerja dan anggaran dinas; 

b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan penanaman 
modal; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
penaman modal; 

d. koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi perencanaan 
pengembagan iklim penanaman modal; 

e. penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim 
penanaman modal; 

f. pendataan dan pendaftaran permohonan perizinan; 
g. menyelenggarakan penelitian dan evaluasi permohonan perizinan; 
h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan 

pengembagan iklim penanaman modal; 

(3) Bidang penanarnan modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja di bidang penanaman modal; 
b. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan fasilitasi penanarnan 

modal; 
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan 

pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan potensi sumber daya, 
pengendalian dan sistem informasi penanaman modal; 

d. pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan penanaman modal, 
promosi, potensi sumber daya, pengendalian, data dan sistem informasi; 

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup 
bidang penanaman modal; 

f. monitoring dan evaluasi laporan pengembangan penanaman modal, promosi 
potensi sumber daya, pengendalian, data dan sistem informasi; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkenaan dengan tugas 
dan fungsi bidang penanaman modal; 

h. pemberian dukungan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal; 
i. penyelenggaraan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman 

modal; dan 
J. penyelenggaraan tugas lain dibidang penanaman modal yang diberikan 

atasan. 
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Pa~al 11 
(1) Seksi pengendalian, data dan sistem informasi penanarnan modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh 
seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
penanaman modal. 

{2) Seksi pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal 
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan 
kebijakan teknis di seksi pengendalian data dan sistem informasi 
penanaman modal. 

Pasal 10 
(1) Seksi promosi dan potensi sumber daya penanaman modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat .(3.) huruf a angka .2 dipimpin oleh seorang 
kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
penanaman modal. 

(2) Seksi promosi dan potensi sumber daya penanaman modal mempunyai tugas 
mengolah dan menyusun bahan kebijakan teknis dibidang promosi dan 
potensi sumber daya. 

(3) Seksi promosi dan potensi sumber daya penanaman modal dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan seksi promosi dan potensi sumber daya 

.penanaman modal berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai 
bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran 
dinas; 

b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman 
dan petunjuk teknis mengenai promosi, dan potensi sumber daya dalam 
rangka penanaman modal; 

b. penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai 
promosi, dan potensi sumber daya penanaman modal; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
penanaman modal; 

d. pengkajian dan penetapan kebijakan teknis promosi dan potensi investasi 
penanaman modal; 

e. pelaksanaan urusan di bidang promosi dan potensi sumber daya; 
f. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi dan potensi sumber daya; 
g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seksi promosi dan potensi 

sumber daya penanaman modal; 
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 

dengan tugas dan fungsi seksi promosi dan potensi sumber daya penanaman 
modal; 

L .monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan petensi 
sumber daya penanaman modal; dan 

j. penyelenggaraan tu gas lain ya yang diberikan atasan sesuai dengan 
kewenangannya. 

i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi perencanaan 
pengembangan iklirn penanaman modal; 

J. perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan 
k. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan 

kewenangannya. 
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Bagian Ketiga 
Bi dang Perizinan dan Non Perizinan 

Pasal 12 
(1) Bidang penzman dan non perizman modal sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris. 

(2) Bidang perizinan dan non perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
.merumuskan .kebijakan teknis, di bidang pelayanan perizinan tertentu, 
perizinan jasa usaha dan pelayanan non perizinan. 

(3) Bidang perizinan dan non perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja perizinan dan non perizinan; 
b .. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan perizinan tertentu, jasa usaha 

dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 
berlaku; 

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja 
dibidang perizinan dan non perizinan; 

d .. pemberian dukungan pela..yanan administrasi perizinan tertentu, .perizinan 
jasa usaha dan pelayanan non perizinan; 

e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pelayanan perizinan tertentu, 
perizinan jasa usaha dan nonperizinan; 

f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang 
perizinan dan non perizinan; 

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka 
pengambilan kepu tusan sesuai tugas dan fungsi; 

h. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; 
dan 

(3) Seksi pengendalian, data dan sistem inforrnasi penanaman modal dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian, data dan sistem 

informasi penanaman modal berdasarkan peraturan perundang undangan 
yang berlaku. 

b. pengumpulan bahan dan pengolahan perumusan kebijakan di bidang 
penanaman modal; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang 
penanaman modal; 

d. pelaksanaan urusan dibidang pengendalian, data dan sistem inforrnasi 
penanaman modal; 

e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem inforrnasi manajemen 
'perrztnan penanaman modal; 

f. penyajian inforrnasi perizinan penanaman modal secara elektronik; 
g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seksi 

pengendalian data dan sistem inforrnasi penanaman modal; 
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkenaan dengan tugas 

dan furrgsi dibidarrg penanaman modal; 
i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian dan sistem 

inforrnasi; dan 
j. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan 

kewenangannya. 
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Pasal 14 

( 1) Seksi pelayanan perizinan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung 
jawab 1angsung kepada kepa1a bidang perlzinan dan non perlzinan. 

(2) Seksi pelayanan perizinan jasa usaha mempunyai tugas mengolah dan 
menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, dan 
menyusun laporan di seksi pelayanan perizinan jasa usaha. 

(3) Seksi pelayanan perizinan jasa usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat "(2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kegiatan perizinanjasa usaha; 
b. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perizinan jasa usaha; 
c. koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelayanan admnistrasi perizinan jasa 

usaha; 
ti. 'pembertan dukungan pelayanan artmtrrtstrast di ltngkup 'pertztnan ti-an non 

perizinan; 
e. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan jasa 

usaha; 
f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seksi perizinan 

jasa usaha: 
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkenaan tugas dan 

fungsi pelayanan perizinan jasa usaha; 
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

pelayanan perizinan jasa usaha; dan 

Pasal 13 

(1) Seksi pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab 
langsung kepada kepala bidang perizinan dan non perizinan 

(2) Seksi pelayanan perizinan tertentu mempunyai tugas mengumpul dan 
mengolah bahan kebijakan teknis perizinan tertentu serta pengendalian dan 
pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi pelayanan perizinan tertentu dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. 'penyustman rencana irelja pertzman tertentu: 
b. pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perizinan 

tertentu; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perizinan dan 

non perizinan; 
-d. pelaksanaan .koordinasi ·dan fasilitasi perizinan tertentu; 
e. penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pelayanan perizinan 

pembangunan, perizinan bidang kesehatan dan pendidikan; 
f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

seksi perizinan terten tu; 
g. monitoring, -evaluasi -dan pelaporan terhadap pelaksanaen tugas -dan fungsi 

seksi pelayanan perizinan tertentu; dan 
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

1. penyelenggaraan tugas lainya yang diberikan atasan sesuai dengan 
kewenangannya. 
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Bagian Keempat 
Bidang Pengaduan Advokasi dan Pelaporan Layanan 

Pasal 16 
(1) Bidang pengaduan advokasi dan pelaporan layanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 
bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris. 

(2) Bidang pengaduan advokasi dan pelaporan layanan mempunyai tugas pokok 
penyiapan bahan dan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pengaduan dan informasi 
layanan, kebijakan advokasi dan deregulasi perizinan penanaman modal. 

(3) Bidang pengaduan advokasi dan pelaporan layanan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program dan kegiatan dibidang pengaduan advokasi 

pengaduan dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengaduan advokasi dan 

pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
c. pembinaan dan pengawasan pengaduan, advokasi dan pelaporan layanan, 

deregulasi perizinan dan penanaman modal; 
d. penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pengaduan advokasi dan 

infomasi layanan, kebijakan advokasi dan pelaporan serta deregulasi 
perizinan dan penanaman modal; 

e. koordinasi dan fasilitasi di bidang pengaduan advokasi dan pelaporan; 

Pasal 15 
(1) Seksi pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab 
langsung kepada kepala bidang perizinan dan non perizinan. 

(2) Seksi Pelayanan non perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi bidang perizinan dan non perizinan dalam lingkup pelayanan Non 
perizinan yang mencakup mengolah data informasi non perizinan, verifikasi 
dan analisa non _perizinan. 

(3) Seksi pelayanan non perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan seksi pelayanan non perizinan; 
b. penyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan 

pelayanan non perizinan; 
c. pengkoordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi 

pelayanan non perizinan; 
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan non perizinan; 
e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas fungsi seksi pelayanan 

non perizinan; 
f. penye1enggaraan pengembangan sistem informasi pe1ayanan non perlzinan; 
g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan non perizinan; 
h. koordinasi dengan tim teknis terkait pelayanan non perizinan; dan 
i. penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

i. penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 18 
( 1) Seksi kebijakan advokasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

Ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala bidang pengaduan advokasi dan pelaporan 
layanan. 

(2) Seksi kebijakan advokasi dan pelaporan mempunyai tugas mengumpul, 
mengolah bahan kebijakan, melaksanakan kegiatan, mengendalikan 
mengevaluasi dan pelaporan seksi kebijakan advokasi dan pelaporan. 

(3) Seksi kebijakan advokasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kegiatan seksi kebijakan advokasi dan pelaporan; 
b. pengumpulan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi 

kebijakan advokasi dan pelaporan; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 

pengaduan advokasi dan pelaporan; 

Pasal 17 

(1) Seksi pengaduan dan informasi layanan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala bidang pengaduan advokasi dan pelaporan 
tayanan. 

(2) Seksi Pengaduan dan Informasi layanan mempunyai tugas mengumpul, 
mengolah bahan kebijakan, melaksanakan kegiatan, mengendalikan 
mengevaluasi dan pelaporan seksi pengaduan dan informasi layanan. 

(3) Seksi Pengaduan dan Informasi layan dalam melaksanakan tugas 
·seba:gaimana ·dimaksutl pa:da ayat i2) menyclenggara:kan fungsi: 
a. penyusunan program kegiatan seksi pengaduan advokasi dan informasi 

layanan; 
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengaduan dan informasi 

layanan; 
-c. pelaksanean urusan pernerintahan -di bidang pengaduan -dan infomrasi 

layanan; 
d. koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan tim teknis dalam rangka 

penangan pengaduan; 
e. pengembangan sistem informasi pengaduan; 
f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seksi pengaduan -dan 

informasi layanan; 
g. pemberian saran dan pertim bangan kepada atasan sesuai dengan bi dang 

tugasnya dalam rangka pelayanan pengaduan; 
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

dibidang pengaduan dan informasi Iayanan; dan 
1. penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f. perumusan peraturan penangan pengaduan perizinan dalam rangka 
penanaman modal; 

g. penyelengaraan sosialisasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 

h. monitoring dan evaluasi pengaduan advokasi dan pelaporan layanan; dan 
i. penyelengaraan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. 



Bagian Kelima 
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal-20 

(1) Bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab 
langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris. 

(2) Bidang tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas pokok penyiapan 
bahan dan perurnusan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang tenaga kerja dan 
transmigrasi. 
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Pasal 19 
( 1) Seksi deregulasi penzman dan penanaman modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi 
yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengaduan advokasi 
dan pelaporan layanan: 

·(2) Seksi .deregutasi perizinan dan penanaman modal mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, 
pengawasan, evaluasi dan pelaporan di seksi deregulasi perizinan dan 
penanaman modal. 

(3) Seksi deregulasi perizinan dan penanaman modal dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud peda ayat (2) menyelenggerakan fungei : 
a. penyusunan rencana kegiatan deregulasi perizinan dan penanaman modal; 
b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi berkaitan dengan 

permasahan dan peraturan perundang undangan bidang perizinan dan 
penanaman modal 

-c. penyiapan bahan penyusuoan regulasi perizinan dan penanaman modal; 
d. penyelenggaraan penyuluhan sosialisasi perizinan; 
e. penyelenggraan urusan pemerintahan di bidang deregulasi perizinan dan 

penanaman modal; 
f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang 

deregulasi perizinan dan penanaman modal; 
g. penyelenggaraan pelayanan admnistrasi di seksi deregulasi perizinan dan 

penanaman modal; 
h. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas 

dan fungsi seksi deregulasi perizinan dan penanaman modal; dan 
1. .penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

d. koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi kebijakan 
advokasi dan pelaporan; 

e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di seksi kebijakan advokasi dan 
pelaporan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang kebijakan advokasi dan pelaporan; 

g. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
di seksi kebijakan dan advokasi; 

h. penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan administrasi seksi kebijakan 
advokasi dan pelaporan; dan 

1. penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 22 

(1) Seksi penempatan perluasan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d .angka 2 dipimpin oleh 
seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang 
tenaga kerja dan transmigrasi. 

Pasal 21 

(1) Seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 ayat .(3) huruf d angka l dipimpin oleh seorang kepala 
seksi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang tenaga kerja 
dan transmigrasi: 

(2) Seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial mempunyai tugas 
pokok seksi pembinaan hubungan industrial dan jamsos adalah mengolah 
dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis.melaksanakan kegiatan, 
menyusun laporan seksi pembinaan hubungan industrial dan Jamsos 

(3) Seksi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan dibidang per~aratan kerja, .pengupahan, jaminan 

sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial serta 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

b. penyelenggaraan kebijakan bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan 
sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta 
penyelesaian hubungan industrial; 

c. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang persyaratan 
kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja kelembagaan dan kerjasama 
serta penyelesaian perselisihanhubungan industrial; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persyaratan kerja, 
pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama; 

e. evaluasi dan pelaporan seksi pembinaan hubungan dan jaminan sosial 
tenaga kerja; 

f. penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan administrasi seksi pembinaan 
hubungan industrial danjaminan sosial tenaga kerja; dan 

g. penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 
dengan 'tugas dan fungsinya. 

(3) Bidang tenaga kerja dan transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan ketenagakerjaan dan 

transmigrasi; 
b. perumusan kebijakan teknis tenaga kerja dan transmigrasi; 
c. pembinaan teknis tenaga kerja dan transmigrasi; 
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 
e. penyiapan bahan pe1aporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 
f. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan 
g. penyelenggaraan tugas lain bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang 

diberikan atasan datarn rangsa pelaksanaan 'tugas. 
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di bidang transmigrasi yang 
terpadu mandiri, pembinaan 
dan prasarana pemukiman 

pemerintahan 
kawasan kota 

lahan sarana 

transrnigrasi; 
e. penyelenggaraan urusan 

meliputi: pengembagan 
transmigrasi, penyiapan 
transmigrasi lokal; 

f. pembinaan kawasan transmigrasi; 
g. penyelenggaraan kegiatan dan adminitasi seksi transrnigrasi; 

Pasal 23 

(1) Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf d 
.angka 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab langsung 
kepada kepala bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 

(2) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan 
perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan 
di seksi transmigrasi. 

~3.) Seksi transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud .pada 
ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kegiatan seksi transmigrasi; 
b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan transmigrasi; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan 

bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
d. koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seksi 

(2) Seksi penempatan perluasan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 
mempunyai tugas pokok adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan 
kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan seksi 
penempatan, per1uasan, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 

(3) Seksi penempatan perluasan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penempatan, perluasan, pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja diluar negeri dan dalam negeri serta 
perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing; 

b. pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kelembagaan, 
penempatan, perluasan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja diluar 
negeri dan didalam negeri, serta perpanjangan izin kerja tenaga kerja asing; 

c. J)enyta-p-an banan pemberian btmbtngan tekrris dan superetst brdang 
kelembagaan, penempatan, perluasan, pelatihan dan produktivitas tenaga 
kerja diluar dan didalam negeri serta perpanjangan izin kerja tenaga kerja 
a sing; 

d. pvaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan, penempatan, perluasan, 
pelatihan ·dan produktivitas tenaga kerja .diiuar negeri ·dan di dalam negeri 
serta perpanjangan izin kerja tenaga kerja asing; 

e. penyelenggaraan kegiatan dan administrasi seksi penempatan, perluasan, 
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; 

f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
·penempa.ta.n, perluasan. pelatihan -dan preduktivitas tenaga kerja; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkenaan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penempatan, perluasan, pelatihan dan 
produktivitas tenaga kerja; dan 

h. penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas -dan fungsinya. 
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Pasal 27 
(1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang 

jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. 
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan tugasnya secara adrninistrasi bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada kepala bidang. 

BAB VI 
JABATAN FUNGSIONAL 

Unit Pelaksana Teknis Dinas eebagaimena dimaksud -dalam Paeal 25 Peraturan mi 
melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dinas sesuai dengan bidangnya 
masing-masing meliputi wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam 
wilayah Kabupaten Sekadau. 

Pasal 26 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pembantu yang langsung berada 
ttibawah kepala dtnas. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional 
dikoordinasikan oleh Camat serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris 
Daerah atas _pelimpahan kewenangan Bupati dari _pegawai negeri yang 
memenuhi syarat. 

Pasal 25 

Pada dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. 

Pasa124 

BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

h. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas 
dan fungsi seksi transmigrasi; dan 

1. penyelenggaraan tugas kedinasan lainya yang diberikan atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 
26 Tahun 2014 ten tang Susunan Organisasi, Togas Pokok, Fungsi dan Tata 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Pasal 29 

( 1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator 
clan jabatan pengawas di Iingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja berhalangan sementara sekurang 
kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka pejabat diatasnya dapat menunjuk 
pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan 
tugas di lingkungan unit kerjanya . 

. (2) Apabila .pejabat dalam jabatan .pimpinan tinggi .pratama, jabatan administrator 
dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja berhalangan tetap, maka pejabat 
diatasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna 
menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya. 

(3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(4) Togas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau 
pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

(2') Kepata rtrrras, 'S~kretalis, kep-a:la btdang, kepala subbagian, kepata seksi 
masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi 
penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

·(3) Kepala dinas, .sekretaris, kepala bidarrg, kepa:la .subbagian, kepala .seksi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 28 

BAB VII 
TATA KERJA 

(4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan 
berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



19 

suai dengan aslinya 
HUKUM DAIJ HAM, 

i::~N- • 
N P. 19750426 199412 l 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 35 

TTD 

YOHANESJHON 

SEKRETARIS DAERAH KABUPA1'EN SEKADAU 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Desember 2016 

RUPINUS 

TTD 

BUPJ\ TI S'EK.ADAU, 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Desember 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 31 

Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Uraian tugas kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, ke.pala sub bagian dan 
kepala seksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah 
ten tang analisis jabatan. 

' . 
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